Pe(rjlindungan Hukum terhadap Bank Atas Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Mikro
pada PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidoarum Cabang Sleman
JULIA PUSPITA RINI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adinugroho, R. Tjipto, 1983, Perbankan Masalah Perkreditan. Jakarta: Pradnya
Paramita.

Ashshofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Azwar, Saifuddin, 2005, Metode Penelitian. Y ogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badrulzaman, Mariam Darus, 1983, Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni.

Djumhana, Muhamad, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2013, Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.

Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya:
Bina I[Imu.

Hasibuan, H. Malayu S.P., 2011, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.

Hay, Marhainis Abdul, 1979, Hukum Perbankan di Indonesia: Buku Kedua. Jakarta:
Pradnya Paramita.

Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
Kasmir, 2014, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khairandy, Ridwan, 2014, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan
(Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta:
Liberty.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2008, Hak Tanggungan. Jakarta: Kencana.
Purnamasari, Irma Devita, 2014, Hukum Jaminan Perbankan. Bandung: Kaifa.

Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

115



Pe(rjlindungan Hukum terhadap Bank Atas Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Mikro
pada PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidoarum Cabang Sleman
JULIA PUSPITA RINI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja
Rusdakarya.

Ridwan, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi.
Yogyakarta: FH UII Press.

Ruslan, Rosady, 2004, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.

Soejoeti, H. Zachrowi, 1993, Hukum Jaminan. Y ogyakarta: Navila.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta Timur: Ghalia
Indonesia.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2007, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Y ogyakarta: Liberty.

Subekti, 1987, Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.

, 1982, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.
Bandung: Alumni.

Supramono, Gatot, 1997, Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: Djambatan.
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta.
Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyatno, Thomas, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yunianti Ananda, dan Djuhaepah
T. Marala, 1991, Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.

Tje’Aman, Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta:
Liberty.

Untung, Budi, 2000, Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi.

Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.




Pe(rjlindungan Hukum terhadap Bank Atas Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Mikro
pada PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidoarum Cabang Sleman
JULIA PUSPITA RINI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI, Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara RI, Nomor 2043. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1996. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan
Tanah. Lembaran Negara RI, Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara RI,
Nomor 3632. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Lembaran Negara RI, Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor
3790. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara RI, Nomor 93. Tambahan
Lembaran Negara RI, Nomor 4866. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita
Negara RI, Nomor 942. Mahkamah Agung. Jakarta.

Republik Indonesia. 1982. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982
tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak
Atas Tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. Berita Negara RI,
Nomor 113. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Lembaran
Negara RI, Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 6091.
Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.



Pe(rjlindungan Hukum terhadap Bank Atas Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Mikro
pada PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidoarum Cabang Sleman
JULIA PUSPITA RINI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Republik Indonesia. 2017. Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Otoritas
Jasa Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. 1963. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963
tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak sebagai Undang-
Undang. Nomor 1115/P/3292/M/1963. Mahkamah Agung. Jakarta.

Republik Indonesia. 1995. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan
dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Bank
Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 1991. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian
Kredit. Bank Indonesia. Jakarta.

Karya Ilmiah

Nimas Deskagita Prabandari, 2017, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan
Tanah yang Tidak Dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Bayan Cabang Purworejo”, Tesis, Program
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tulus Lestari Hanantariningsih, 2013, “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan
Benda Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Yogyakarta”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta.

Lasdiana Marpaung, 2018, “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan Lelang Hak

Tanggungan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Jambi”,
Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

Bank Rakyat Indonesia, Attps://bri.co.id/umkm, diakses pada tanggal 17 November
2019.



